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PROSES KEBIJAKAN PUBLIK 

 Proses kebijakan publik merupakan proses yg amat 

rumit dan kompleks. Oleh karenanya untuk mengka-

jinya para ahli kemudian membagi proses kebijakan 

publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya untuk 

mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut 

(Charles Lindblom, 1986: 3) 

 Pembagian tersebut amat bervariasi antara ahli yang 

satu dengan ahli lainnya, sehingga dimungkinkan 

adanya perbedaan. Misalnya : ada yang menambah-

kan perubahan atau penghentian kebijakan, setelah 

evaluasi kebijakan. 
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The Process Model of Public Policy  
(Thomas R. Dey, 1992: 328) 
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1. The Identification of policy problem through public demands 
for government action.  

2. Agenda-setting, or focusing the attention of the mass media 
and public officials on specific public problems deciding what 
will be decided. 

3. The Formulation of policy proposals through the initiation 
and development of policy proposals by policy-planning 
organizations, interest groups, government bureaucracies, 
and the president and Congress. 

4. The Legitimation of policy through political actions by 
parties, interest groups, the president, and Congress. 

5. The Implementation of policies through organized 
bureaucracies, public expenditures, and the activities of 
executive agencies. 

6. The Evaluation of policies by government agencies 
themselves, outside consultants, the press, and the public. 



The Public Policy Process 
(Anderson, 1990: 35-36) 

Policy 

Terminology 

Stage-1 : 

Policy Agenda  

Satge-2 : 

Policy Formulation 

Stage-3 :        

Policy Adoption 

Stage-4 :  

Policy Implementation 

Stage-5 : 

Policy Evaluation 

Definition Those problems, 

among many, that 

receive the 

serious attention 

of public officials 

Development of 

pertinent and 

acceptable 

proposed courses of 

action for dealing 

with a public 

problem 

Development of 

support for a 

specific proposal 

so that a policy 

can be legitimized 

or authorized 

Application of the 

policy by the 

government’s 

administrative 

machinery 

Effort by the 

government to 

determine whether 

the policy was 

effective and why 

or why not  

Common 
sense 

Getting the 

government to 

consider action 

on the problem 

What is proposed 

to be done about 

the problem 

Getting the 

government to 

accept a particular 

solution to the 

problem 

Applying the 

government’s policy to  

the problem 

Did the policy 

work? 
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1. Problem identification and agenda formation :  What is a 

policy problem? What makes it a public problem? How does it get 

on the agenda of government? Why do some problems not achieve 

agenda status? 

2.Formulation :  How are alternatives for dealing with the problem 

developed? Who participates in policy formulation? 

3. Adoption :  How is a policy alternative adopted or enacted? What 

requirement must be met? Who adopts policy? What processes are 

used? What is the content of the adopted policy? 

4.Implementation: Who is involved? What is done, if anything, to 

carry a policy into effect? What impact does this have on policy 

content? 

5. Evaluation : How is the effectiveness or impact of a policy 

measured? Who evaluated policy? What are the consequences of 

policy evaluation? Are there demands for change or repeal? 

 



TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK 
 William N. Dunn (2002) 

Penyusunan Agenda 

 

Formulasi Kebijakan 

 

Adopsi Kebijakan 

 

Imlementasi Kebijakan 

 

Evaluasi Kebijakan 
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Ripley (1985) : 

 Penyusunan agenda. 

 Agenda pemerintah. 

 Formulasi dan legitimasi kebijakan. 

 Pernyataan tentang kebijakan. 

 Hasil kebijakan. 

 Evaluasi kebijakan. 

 Keputusan-keputusan tentang tindak lanjut 

dari kebijakan atau program yang dibuat. 

7 



8 

The Public Policy Cycle 

Monitoring 

Evaluation Implementation 

Formulation 



Policy Formulation : 

 Merupakan langkah pertama dari siklus kebijakan publik, 
yang terdiri dari tiga  tahap  kegiatan  yaitu : (1) penyusunan 
agenda, (2) pencarian legitimasi, dan (3) pernyataan 
kebijakan.  

 Persepsi bahwa satu masalah adalah “benar-benar masalah” 
yang sesuai dengan preferensi masyarakat dilakukan pada 
tahap menyusun agenda. Pencarian informasi yang akurat 
dan obyektivitas analisis diharapkan dapat membuahkan 
persetujuan dari masyarakat, sehingga legitimasi tiap 
langkah yang diambil pemerintah tidak diragukan lagi oleh 
masyarakat.  

 Kejelasan target dan langkah-langkah untuk mencapai target 
tersebut, merupakan aktivitas yang harus secara eksplisit 
dikemukakan dalam pernyataan kebijakan. 
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Policy Implementation : 

Implementasi kebijakan merupakan salah satu 
tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses 
kebijakan publik. Implementasi kebijakan 
merupakan serangkaian kegiatan (tindakan) setelah 
suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu kegiatan 
implementasi, maka suatu kebijakan yang telah 
dirumuskan akan menjadi sia-sia. Implementasi  
kebijakan dengan demikian meru-pakan rantai yang 
menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil 
(outcome) kebijakan .  
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Policy Monitoring : 

Agar upaya mewujudkan tujuan kebijakan publik 

sesuai dengan isi kebijakan publik, maka 

implementasi kebijakan publik tersebut perlu 

dipantau (monitoring). Pemantauan ini bertujuan 

agar setiap tindakan dalam proses implementasi 

tersebut sesuai dengan isi dan tujuan kebijakan 

publik. 
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Policy Evaluation : 

Selanjutnya guna menguji dan  mengetahui kemampuan 

suatu kebijakan publik dalam mengatasi masalah publik, 

kebijakan publik tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi 

kebijakan ini misalnya dilakukan dengan menghitung 

outcome dan dampak kebijakan atau program. Hasil 

evaluasi ini selanjutnya dapat memberikan informasi 

tentang keberhasilan dan/atau kegagalan suatu 

kebijakan, yang nantinya berguna sebagai sumber 

informasi bagi formulasi kebijakan publik selanjutnya. 
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The Public Policy System 
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Input Impact Output Process 

Masalah 

kebijakan 

Kebijakan 

publik  

Formulasi 

kebijakan 

Dampak (+/-) 

terhadap 

target group 


